
PERANAN MEKANISME GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA 

PERUSAHAAN 

Oleh : a:e,r, g 

LIE ALEX LIMANTARA 

32030041'6 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS K .... \TOLIK WIDYA MANDALA 

SURABAYA 

2009 

-l 
I , 



HALAMAN PERSETUJUAN 

TUGAS AKHIR MAKALAH 

PRAKTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERPENGARUH 
TERHADAP KUALITAS LABA PERUSAHAAN 

Oleh: 

LIE ALEX LIMANT ARA 

3203004116 

Telah disetujui dan Diterima dengan baik 

Untuk diajukan kepada Tim Penguji 

Pembimbing 

. Simon Hariyanto, Ak 
Tanggal: 



HAL~PENGESAHAN 

Tugas akhir Makalah ini ditulis oleh: Lie Alex Limantara 

NRP: 3203004116 

T lah d" ""kan ada gal tI"'\uh JoO'j D" hadapan T" P "" e lUJI p tang " ...... ~~......... I lID enguJI 

Dekan, 

Ketua Tim Penguji 

Drs. Toto Warsoko Pikir. M"Si. Ak 
NIK : 321.83.0103 

Ketua Juru.sa.n, 

. aUtami MM Harimurti. SE .• M.Si. Ak 
" .. '''''V'I~ 11. 92. 0 18 5 NIK: 321.99.0392 

III 



SURA T PERNY A T AAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama : Lil: Akx Limantara 

Nomor pokok : 3203004116 

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi 

AlamatITelepon : JI. Kedung Klinter 4 No.7 / 5327992 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa makalah Tugas Akhir yang 

saya buat adalah hasil pemikiran saya sendiri dan tidak merupakan hasil plagiat. 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Dan bersedia 

menenma sanksi apabila saya melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan 

pernyataan ini. 

IV 

Surabaya, 10 Juli 2009 

Yang Membuat Pernyataan 



KATA PF.NGANTAR 

Puji syukur dan terirna kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

rnelirnpahkan kasih, karunia, dan rahrnat-Nya sehingga penulis dapat rnenyusun 

dan menyclcsaikan makalah ini. 

Maksud dan tujuan dari penulisan rnakalah ini adaIah untuk rnernenuhi 

persyaratan untuk rneraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas 

Katolik Widya Mandala Surabaya. 

Selama penulisan rnakaiah ini, penulis rnernperoieh banyak bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak secara iangsung rnaupun tidak langsung. Oleh 

karena itu, penulis ingin rnenyampaikan terirna kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Ibu Dr. Chr. Widya Utami, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonorni 

Universitas Widya Mandala Surabaya. 

2. Bapak Yohanes Harirnurti, S.E., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Dosen Wali 

3. Bapak Drs. Simon Hariyanto, Ak., selaku pernbirnbing yang telah bersedia 

rneluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam rnernbirnbing dan 

rnernberikan pengarahan yang sangat berguna sehingga penulis dapat 

rnenyelesaikan rnakalah ini. 

4. Bapak Drs. Toto Warsoko P, M.Si, Ak., selaku Ketua Pernirnpin Sidang 

terirna kasih atas waktunya selama ini. 

5. Ternan -ternan yang selalu rnendukung penulis dalam rnenyelesaikan 

rnakalah ini. Terutama untuk Pak Sugondo Sukoijo, Pak Hendra Kepiting, 

v 



Bu Yulia, Pak Subahgio Subandono, dan temen-temen lain yang selalu 

support Thanks All. 

6. Orang tua dan Saudara-saudara yang selalu mendoakan, mendukung dan 

membantu penulis selama menyelesaikan makalah inL 

Penulis telah bcrusaha dalam pcnyusunan makalah ini, namun karcna 

keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman, maka penulis menyadari 

bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis 

dengan senang hati menerima kritik dan saran yang mcmbangun untuk 

kesempurnaan makalah ini. 

Akhir kata, penulis berharap agar makalah ini dapat berguna bagi semua 

pihak yang membutuhkan. 

VI 

Surabaya, Juli 2009 

/.,lB AL.€)( Li Mill-! TARA 

Penulis 



DAFTAR lSI 

HALAMAN JUOUL ........................................................................................ . 

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................... II 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... III 

PERNY ATAAN KEASLIAN KAR Y A ILMIAH ............................................ IV 

KATA PENGANTAR ...................................................................................... V 

DAFT AR lSi.... ..... ..... .......... ..... ...... .... ........... ... .... .................. ................ ....... .... Vll 

DAFT AR T ABEL ............................................................................................. Vlli 

1. ABSTRAKSI ............................................................................................... . 

1. LATAR BELAKANG ................................................................................. . 

2. POKOK BAHASAN ..................................................................................... 4 

3. TUJUAN PEMBAHASAN ........................................................................... 4 

4. LANDASAN TEORI .................................................................................... 5 

5. PEMBAHASAN ........................................................................................... 35 

6. SIMPULAN ............................................. ..................................................... 45 

DAFT AR PUSTAKA 

vii 



DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1 Perbandingan Antam Laba Akuntansi dan Ekonomik .................... 24 

viii 



ABSTRAKSI 

Good Corporate Governance (Tata Kelola perusahaan yang baik) adalah 
suatu sistem yang diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif, transparan, 
dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan adanya Good Corporate 
Governance diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor dalam 
menanarnkan modalnya pada perusahaan terse but. Makalah ini membahas peranan 
kepemilikan institusional (institutional ownership), kepemilikan manajerial 
(managerial ownership), komposisi komi saris independen dan komite audit 
terhadap kualitas laba. 

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan makalah ini adalah peranan 
kepemilikan institusional (institutional ownership) terhadap kualitas laba 
berpengaruh, dimana kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk 
mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat 
pengawasan yang intens. Sehingga dapat menekan kecederungan manajemen 
untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan 
kualitas laba yang dilaporkan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka 
kualitas laba yang dilaporkan akan meningkat. 

Peranan kepemilikan manajerial (managerial ownership) terhadap 
kualitas laba berpengaruh, dimana kualitas laba yang dilaporkan dapat 
dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Peranan komposisi komisaris 
independent terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana melalui perannya dalam 
menjalankan fungsi pengawasan.Semakin tinggi komposisi dewan komisaris 
independen maka kualitas laba yang dilaporkan juga meningkat. Dan peranan 
komite audit terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana mengungkapkan bahwa 
size komite audit mempunyai pengaruh dalam hal pengendalian intern, semakin 
besar komite audit kemungkinan mekanisme pengendalian akan berjalan efektif 
karena anggota-anggota komite audit mempunyai tanggung jawab dan status 
kekuasaan organisasi. 

Kata kunci: Good Corporate Governance, Kualitas laba, kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerialkomposisi komisaris independen 
dan komite audit . 

Latar Belakang 

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk me1akukan kegiatan usaha, 

yang membatasi tanggung jawab pemilik modal yaitu sebesar jumlah saham yang 

dimiliki, sehingga bentuk usal1a semacam ini banyak diminati, terutama bagi 

perusahaan dengan jumlah modal yang besar karena ada.'1ya kemudahan untuk 



menarik dana dari masyamkat dengan jalan penjualan saham. Pada perusahaan 

semacam ini, pemisahan antara pemilik modal dengan pengelola atau manajemen 

perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Fungsi masing-masing pihak tidak dapat 

dipadukan, dimana pemilik adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola 

atau manajcmcn adalah pihak yang lllcmanfaatkan modal untuk menjalankan 

kegiatan ekonomi perusahaan. 

Manajemen, sebagai pihak yang diberi kepercayaan dan tugas untuk 

mengelola modal dari pemilik atau pemegang saham harus 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepadanya, dan sarana 

pertanggungjawaban yang digunakan oleh manajemen adalah laporan keuangan. 

Laporan keuangan disusun dengan tujuan agar dapat memberikan informa<;i 

akuntansi yang dapat memberikan gambaran mengenai nilai fundamental 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 

(stakeholders). Oleh karenanya, laporan keuangan berrnanfaat untuk dijadikan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis oleh penggunanya. 

Pada dasarnya pengguna laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu pengguna internal meliputi manajemen perusahaan dan pengguna 

eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditor, pemerintah, karyawan, 

konsurnen serta masyarakat. Dengan adanya pemisahan fungsi kepemilikan 

dengan pengelolaan, sangat dimungkinkan teljadi konflik kepentingan (conflict 

interest) antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Kepentingan manajemen 

yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham atau pengguna 
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eksternal lainnya ini dapat menimbulkan masalah keagenan (agency problem) 

(Indra , 2008 :2 ) 

Pada dasarnya proses penyusunan laporan keuangan banyak melibatkan 

penilaian (judgement) dan estimasi. Standar akuntansi yang ada juga memberikan 

fleksibilitas kepada manajer untuk melibatkan subyektifitas mereka dalam 

membuat estimasi. Akibat dari adanya berbagai asumsi akuntansi yang digunakan 

dalam penyusunan laporan keuangan, maka perusahaan dapat melakukan berbagai 

penyesuaian yang dirasa menguntungkan, yang pada akhirnya dapat 

mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak reliable sehingga tidak dapat 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomis para penggunanya. 

Bagi para stakeholders, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat 

digunakan untuk mengambil keputusan investasi dan mengetahui kondisi 

keuangan perusahaanjuga mengontrol kinerja manajemen. 

Pada lingkungan pasar modal laporan keuangan yang dipublikasikan 

merupakan sumber informasi sangat penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar 

pemakai laporan dan atau pelaku pasar . Dari informasi yang diperoleh di laboran 

keuangan, laba menjadi pusat perhatian pakai pemakai (Beattie et aI, 1994; dalam 

Gideon, 2005: 173). 

Suatu sistem yang diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif, 

transparan, dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem yang 

mewakili ini semua adalah Good Corporate Governance (Tata Kelola perusahaan 

yang baik). Dalam melaksanakan sistem Good Corporate Governance diperiukan 

suatu kerangka yang menjadi dasar atau pedoman dalam melakukan suatu 
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tindakan dalam perusahaan. Kerangka terse but berisi hukum, regulasi, anggaran 

dasar, kode etik, perjanjian-peIjanjian yang dibuat dengan kreditur, karyawan, 

konsumen, dan lain-lain. 

Sistem Good Corporate Governace yang efektif harus mampu mengatur 

kewenangan direksi yang bertujuan agar dapat menahan direksi untuk tidak 

mcnyalahgllnakan kcwcnangan yang dipcrolch dan juga IIntllk mcmastikan hahwa 

direksi bekerja semata-mata untuk kcpentingan perusahaan. Sistem Good 

Corporate Governance pada umumnya memiliki lima piinsip yang dijadikan 

dasar bagi perusahaan agar tercipta suasana kondusif yang menjamin kepentingan 

masing-masing pihak, yaitu: Fairness, Transparancy, Accountability, 

Responsibility, dan Independency. (lndra, 2005:68) 

Dengan adanya Good Corporate Governance diharapkan dapat 

mengembaJikan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Hal tersebut terbukti dengan semakin diburunya perusahaan 

yang menerapkan Good Corporate Governance oleh investor dan semakin 

meningkatnya saham-saham perusahaan tersebut. Sebaliknya perusahaan yang 

tidak sungguh-sungguh menerapkan Good Corporate Governance seperti eli 

negara Indonesia, Filipina, dan Pakistan Indeks saharnnya berantakan semua 

(Djatmiko, 2001 :25). 

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan tentang 

keterkaitan antara Good Corporate Governance dengan kualitas laba (earning 

quality). Tinjauan yang digunakan untuk mewakili GCG mengacu pada 

kepemilikan institusional (institutional ownership), kepemilikan manajeriaJ 

(managerial ownership), komposisi komi saris independen dan komite audit. 
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Pokok Bahasan 

Pokok bahasan makalah tugas akhir ini adalah: "Bagaimana peranan 

kepemilikan institusional (institutional ownership), kepemilikan manajerial 

(managerial ownership), komposisi komisaris independen dan komite audit 

terhadap kualitas laba '1". 

Tujuan Pembahasan 

Tujuan pembahasan makalah tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 

peranan kepemilikan institusional (institutional ownership), kepemilikan 

manajerial (managerial ownership), komposisi komi saris independen dan komite 

audit terhadap kualitas laba. 



LANDASAN TEORI 

Good Corporate Governance 

Corporate governance dikenal sebagai suatu bentuk mekanisme yang 

menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik bagi kepentingan 

stakeholders. Pelaksanaan good corporate governance menuntut adanya 

perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang 

saham minoritas. 

Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan corporate governance 

menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang 

saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk 

masyarakat. Selain itu, corporate governance dikatakan sebagai suatu sistem 

bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan, yang antara lain mengatur 

mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. 

Corporate governance mengatur pola hubungan antara komisaris, dircksi 

dan manajemen agar terjadi checks and balances dalam pengelolaan organisasi 

untuk mendorong terciptanya kinerja yang kompetitif dalam mencapai tujuan 

utama perusahaan. Dengan adanya corporate governance yang baile, keputusan­

keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang 

dominan, misalnya direksi, tetapi ditctapkan setelah mendapatkan masukan dari 

dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders). 

6 
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Prinsip-prinsip Corporate Governance 

Untuk mewujudkan corporate governance sebagai bentuk pengelolaan 

perusahaan yang baik, terdapat empat prinsip dasar yang merupakan bagian dari 

praktik good corporate governance yang hams selalu menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan korporasi, yaitu (Mardjana, 2000): 

I. Transparansi (transparency). Transparansi berkaitan dengan banyaknya 

disclosure atau keterbukaan informasi mengenai kinerja, struktur dan 

operasi perusahaan. Selain itu, transparansi juga menyangkut ketersediaan 

informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada seluruh stakeholder. 

Hal ini berkaitan erat dengan kuaJitas informasi yang dihasilkan. Dengan 

adanya transparansi, pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan 

perusahaan, termasuk kreditor, pemasok, investor dan karyawan mengetahui 

resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang mungkin diperoleh dalam 

melakukari transaksi dengan perusahaan. 

2. Akuntabilitas (accountability). Akuntabilitas merupakan salah satu solusi 

pokok untuk . mengatasi masalah agency problem. Akuntabilitas 

mencerminkan aplikasi sistem internal checks and balances yang mencakup 

praktik-praktik audit yang sehat. Dengan demikian akuntabilitas akan 

tercapai dengan terciptanya pengawasan efektif yang berdasarkan pada 

pembagian wewenang, peranan' hak dan tanggung jawab antara pemegang 

saham, komisaris dan direksi. 

3. Responsibilitas (responsibility). Responsibilitas mencakup pertangung 

jawaban perusahaan kepada stakeholders, yang antara lain meliputi aspek-
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aspek manajerial perusahaan, seperti sasaran dalam mencapai cost efficiency, 

peningkatan daya saing, menggali setiap potensi memperoleh laba, apakah 

manajemen telah mengambil langkah-langkah yang efektif dalam 

menangani mismanajemen dan apakah dewan direksi tetap mengutamakan 

kepcntingan pcrusahaan sccara kcscluruhan dan bukan hanya kcpcntingan 

pemegang saham mayoritas. Terkait pula dalam prinsip responsibilitas, 

pertanggungjawaban perusaha:m terhadap lingkungan dimana perusahaan itu 

berada, scpcrti mclalui program community development. 

4. Keadilan (fairness). Prinsip kcadilan mencakup ten tang periunya kejelasan 

hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan. Prinsip ini 

mewajibkan adanya kcpastian pcrlindungan atas hak scluruh pcmcgang 

saham dari penipuan (fraud) dan penyimpangan lainnya. 

Secara keseluruhan, konsep corporate governance timbul sebagai upaya 

untuk mencegah atau mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri 

sendiri dengan menciptakan suatu mekanisme kontrol bagi stakeholder. Dengan 

beberapa prinsip dasar terse but, maka corporate governance memberikan arti 

yang sangat penting dalam membentuk perilaku korporasi yang responsif terhadap 

berbagai tekanan pasar, tantangan investasi baru, dan peluang untuk tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat yang dinamis. 

Menurut Wignjohartojo (2001), perusahaan dikatakan telah 

mcngimplemcntasikan konscp corporate governance dcngan dengan baik dapat 
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dalam menjalankan anailis investasinya. Hal ini tentunya mendukung pendapat 

Busbee (1998) yang menyatakan bahwa sophisticated investors tentunya tidak 

akan mudah diperadaya oleh tindakan manipulasi manajer karena telah melakukan 

fungsi monitoring dan anal isis yang baik terhadap investasinya. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa investor institusional 

merupakan informed investors dibandingkan investor individual Hal ini 

memungkinkan mereka melakukan aktivitas monitoring dengan lebih efektif, 

sehingga dapat membatasi fleksibilitas manajer dalam memilih metode akuntansi 

untuk merekayasa laba perusahaan demi kepentingan pribadi mereka. Selain itu, 

investor institusional kini mulai bergeser dari trading menjadi owning. Dengan 

horizon yang menjadi lebih permanen ini maka investor institusional mulai 

menyentuh isu corporate governance dengan melakukan pengawasan yang lebih 

aktif serta lebih memperhatikan kinerja jangka panjang perusahaan dan bukan 

hanya menekankan pada laba jangka pendek, sehingga kepemilikan saham oleh 

investor institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku oportunistik 

manajemen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional dapat 

menekan kencederungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam 

laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. 

b. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). 

Pada dasarnya kepemilikan manajerial dapat memiliki efek yang berbeda terhadap 
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perilaku oportunistik manajer dalam sebuah perusahaan. Loebbecke (1989) 

menyebutkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dalam jumlah yang 

signifikan dapat memotivasi manajer untuk melakukan manipulasi dengan tujuan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin me1alui harga saham yang 

tinggi. Sedangkan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership) dapat mensejajarkan 

kepentingan pemilik atau pemegang saham dengan kepentingan manajer sehingga 

dapat mengurangi konflik kepentingan yang dapat mendorong manajer untuk 

melakukan manipulasi. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan manajerial, 

maka semakin rendah kecenderungan manajer me1akukan manajemen laba. 

Beberapa penelitian lanjutan seperti yang dilakukan oleh Beasley (1996) dan 

Abbot (2000) dan Midiastuty & Machfoedz (2003) yang dilakukan di Indonesia 

mendukung hasil penclitian Jensen dan Meckling. 

c. Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan salah satu komponen penting dari 

good corporate governance. Secara teori dan praktek tugas utama dari dewan 

komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk 

memastikan bahwa mereka me1akukan segala aktivitas dengan kemampuan 

terbaiknya bagi kepentingan perseroan, serta menggagalkan keputusan yang tidak 

menguntungkan. Hal ini sejalan dengan esensi corporate governance yaitu 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 



12 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap shareholder dan 

stakeholder lain (Keasey dan Wright, 1997). 

Aktivitas monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipandang 

scbagai suatu bcntuk pcmccahan yang cfcktif tcrhadap masalah kcagcnan yang 

terjadi antara principal atau manajer dan agent atau pemegang saham. 

Namun demikian, benturan kepentingan juga seringkali teIjadi diantara 

pemegang saham. Hal ini terjadi terutama pada perusahaan yang mempunyai 

pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang kepentingannya 

tidak selalu sejalan. Kepentingan pemegang saham minoritas yang jumlahnya 

besar dan tersebar sering tidak terwakili dengan baik, se!J.ingga menyebabkan 

kedudukan dan kewenangannya menjadi kurang penting. Tujuan menghadirkan 

komi saris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan 

komisaris, yang sebagian besar anggotanya ditentukan dan diangkat oleh 

pemegang saham mayoritas. 

Berbeda dengan praktek hukum di Amerika Serikat atau Inggris, di 

Indonesia aturan mengenai komisaris independen tidak terdapat daIam UU PT 

maupun UU Pasar Modal. Hal ini disebabkan karena struktur korporasi di 

Amerika Serikat dan Inggris menganut one tier system, dimana dalam perusahaan 

hanya terdapat satu dewan saja yaitu dewan direksi (board of director), sehingga 

diperlukan adanya outside director atau non executive director yang melindungi 

kepentingan pemegang saham perusahaan. Sedangkan Indonesia menganut 

struktur korporasi two tier system dimana terdapat dua dewan dalam perusahaan 

yaitu dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab berbeda. 
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Dewan direksi bertugas untuk menjalankan dan mengelola perusahaan, dan dewan 

komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan 

perusahaan serta memberikan masukan, jadi seharusnya semua komisaris bersifat 

independen. 

Namun, kenyataannya banyak komisaris yang masih berada dibawah 

kendali pemegang saham mayoritas sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi 

kontrolnya terhadap direksi dengan baik. Oleh karena itu praktik corporate 

governance mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang 

diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, 

objektif dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam 

memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. 

Proporsi dewan komisaris dalam perusahaan harus sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan pengambilan ke~)utusaI: yang efektif: tepat, cepat dan dapat 

bertindak secara independen. Menurut peraturan peneatatan no. I-A tentang 

Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa, yaitu jumlah 

komisaris independen minimal 30%. Dalam rangka penerapan good corporate 

governance, perusahaan wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya 

proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang 

saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang­

kurangnya 30% darijumlah seluruh anggota komisaris. (Indra, 2005 :135) 

Komisaris indcpendcn bertaIlggung jawab untuk mendorong secara 

proaktif agar dewan komi saris dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan 

lebih baik dan bertindak sebagai penasehat direksi serta memastikan bahwa 
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perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, tennasuk memantau jadwal, 

anggaran dan efektifitas strategi tersebut, memastikan bahwa perusahaan dikelola 

oleh orang-orang yang profesional, memastikan perusahaan memiliki infonnasi, 

sistem pengcndalian, dan sistcm audit yang bckerja dengan baik, memastikan 

perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai 

yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan resiko 

dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta memastikan 

prinsip-prinsip dan praktek good corporate governance dipatuhi dan diterapkan 

dengan baik. 

Beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris 

independent (Indra, 2005 :137) antara lain: 

1. Tidak memiliki hubungcn afili'.si dengan pemegang saham pengendali. 

2. Tic.1ak Tnt=miliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris 

lainnya pada perusahaan yang bersangkutan. 

3. Tidak bekeIja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang 

, 1--1" • 1 1 I I. 

It:fUUm!Sl uengan perusanaan yang DefsangKUlan. 

4. Tidak menduduki jabarnn eksekutif pada perusahaan dan perusahaan 

lainnya yang tcraJiliasi dalam jangka waldu 3 tahun tcrakhir. 

5. Tidak mcnjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang 

memberikanjasa peiayanan profesionai pada perusahaan dan perusahaan 

lainnya yang tcraJiliasi. 

6. Tidak menjadi pcmasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan alau 

perusahaan iainnya yang leratiiiasi. 
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7. Tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan atau 

perusahaan lainnya yang terafiliasi kecuali hanya sebagai komisaris 

indepcnden. 

Sebagai seorang profesional, seorang komisaris independen juga hams 

memiliki kompetensi pribadi sebagai pendukung agar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik, yaitu: 

1. Memiliki integritas dan kejujuran yang tidak pemah diragukan. 

2. Memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan. 

3. Memahami dan mamp'\ meJTIbaca laporan keuangan perusahaan dan 

implikasinya terhadap strategi bisnis. 

4. Memahami seluk beluk industri yang digeluti perusahaan. 

5. Memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat 

mempengamhi bisnis perusahaan. 

6. Memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir strategis. 

7. MemiJiki karakter sebagai sebagai pemimpin yang profesional. 

8. Memiliki kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk 

mempengaruhi dan bekerjasama dengan orang lain. 

9. MemiJiki komitrnen dan konsisten dalam mclakukan proiCsinya scbagai 

komis<lris independen. 

10. Memiliki kemampuan Wltuk berpikir objektif dan independcn secara 

profesiomil. 
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d. Komite Audit 

Komite Audit adalah suatu komitc yang bcranggotakan satu atau Icbih 

anggota dewan komisaris. Secara formal komite audit diperkenalkan di Indonesia 

pada tahun 1995, melalui Surat Keputusan (SK) direksi Bank Indonesia, yang 

mewajibkan kepada bank-bank di Indonesia untuk membentuk komite tersebut. Di 

Amcrika, komitc tcrschut sudah dikcnal sccara rcsmi scjak tahun J 937, melalui 

usulan dari AICPA. 

Komite eksekutif dari AICP A merekomendasikan bahwa komite audit 

dibentuk untuk mcmbcrikan review yang indcpcndcn tcrhadap kebijakan dan 

operasi keuangan manajemcn, mengadakan penilaian apakah kebijakan tcrsebut 

baik bagi perusahaan dan baik pula bagi kcr;entingan publik. Pada awal tahun 

1940-an Securities and Exchange Commission (SEC) secara informal telah 

mcndukungnya dan di tahun 1979, SEC mcngakuinya secara resmi dengan 

mensyaratkan kepada semua perusahaan yang menjual saham di pasar modal 

untuk membentuk komite audit. Saat ini di Indonesia, melalui surat cdaran PT. 

Bursa Efek Jakarta no. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 telah 

diatur mengenai keanggotaan komite audit dengan anggota komite audit yang 

berasal dari pihak eksternal. 

Komite audit timbul scbagai akibat peran pengawasan dan akuntabilitas 

dewan perusahaan pada umurnnya belum memadai. Komite audit adalah organ 

tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit ini 

dibentuk olch dewan komisaris untuk melakukan pemerisaan atau penelitian yang 

dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan 
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pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan 

sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian 

yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk 

mengakses data perusahaan. 

Komite audit dituntut untuk dapat bertidak secara independen. Independen 

komite audit tdak dapat dipisahkan moralitas yang meJandasi integrasinya. Hal ini 

perlu disadari karcna komitc audit merupakan pihak yang menjebatani antara 

eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjebatani antara fungsi 

pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. 

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih 

anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar 

dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna 

meneapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari peranan direksi, 

eksternal auditor dan hanya bertanggungjawab kepada dewan komisaris. 

Pentingnya komite audit dalam suatu perusahaan terbuka dikuatkan 

dengan ketentuan-ketentuan: 

1. Surat Edaran Ketua Bapepam NO.Se-03!PMl2000 tentang Komite Audit. 

Ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan publik atau emiten untuk 

memiliki komite audit. Ketentuan ini menyebutkan bahwa komite audit 

bertugas membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat 

professional yang independen untuk meningkatkan kualitas keIjua serta 

mengurangi penyimpangan pengeJolaan perusahaan. 
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2. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 

tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat 

Ekuitas Selain yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang berlaku sejak 

tanggal 19 Juni 2004. Ketentuan ini menyatakan bahwa komite audit memiliki 

tugas untuk membcrikan pendapat professional yang independen kepada dewan 

komisaris terhadap laporan ata:. hal-hll yang disampaikan oleh direksi kepada 

dewan komisaris serta mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan 

perhatikan dewan komisaris. 

3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor 

Ke-133/M-BUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan 

Usaha Milik Negara. Ketentuan ini menyebutkan bahwa audit bersifat mandiri 

baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun daiam peiopor dan benanggung 

jawab la11gsung kepada kornisaris. 

4. Standar I'rofcsional Akuntan I'ublik (Sf' AI') yang dikclurkan oleh Ikatan 

AkUnlan indonesia. Pemyataan Standar Audit No.48 menetapkan persyarawn 

• • ~. < 1 1 1 1 1 1 { ,. 1 1" nagJ aUll1l0r Darnv::! nl:.!sa:an-maS::11an lenenlU yang oersangK.utan uengan 

peiaksanaan audil dikomunikasikan daiam proses peiaporan kcuangan. Pihak 

yang discbut sebagai pcnerima informasi dalam kctcntuan tcrscbut adaiah 

komite auuit. 

Syarat suatu komite audil adaiah: 

i. Komile audit benanggung jawab kepada dewan komisaris. 
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2. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komi saris 

independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal 

dari luar emiten atau perusahaan publik. 

3. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman 

yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu 

berkomunikasi dengan baik. 

4. Salah seorang dari anggota audit memiliki latar belakang pendidikan 

keuangan dan akuntansi. 

5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan 

keuangan. 

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan 

jasa audit dan / atau non-audit pada e1emen atau perusahaan publik yang 

bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.A.2 tentang Independen 

Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. 

7. Bukan merupakan karyawan kunci erniten atau perusahaan publik dalam 1 

tahun terakhir sebelum diangkat komisaris. 

8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emitcn 

,~L~cl p~'r'_l~::,_b,~~~ ;'ul)lik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham 

akibiit suatu pcristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 

(cnam) buian sctciah dipcroichnya saham tcrscbut wajib rncngaiihkan 

kcnada nihak L~: .. 
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9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau 

pemegang saham utama emitmcn. 

10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. 

11. Tidak merangkap sebagai anggota audit pada emiten atau perusahaan publik 

lain pada peri ode. 

12. Sekretariat perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit. 

Kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh belum memadainya peran 

pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota 

dewan komi saris yang berda'illkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan 

mekanisme check and balance terhadap direksi tidak betjalan sebagaimana 

mestinya. Fungsi audit internal dan eksternal belum betjalan optimal mengingat 

secam slruklur, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap 

independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor 

independen. komite audit timbul memenuhi tuntutan terse but. 

Paua urnurnnya., kornile autlit !nernpunyai langgu-T1g ja\vab paua lig(! 

bidang, yaitu: 

1. Laporan keuangan (Financial Reporting) 

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk 

memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan 

gambaran yang sebenamya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, reneana 

dan komitmen perusahaan jangka panjang. 

2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 
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Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah 

untuk memastikan bahwa perusailaan telah dijalankan sesuai undang-

undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan 

secara efektif terhadap benturan kcpentingan dan kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan perusahaan. 

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control) 

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk 

di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem 

pengendalian intem serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan 

oleh auditor internal. 

Menurut pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah: 

I. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern ditujukan untuk 

mewujudkan prinsip pertanggungjawaban (responsibility) agar organ-organ 

perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan 

yang ada. 

2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan peloporan keuangan. Prinsip 

transparansi (transparancy) dikembangkan dalam tugas ini. 

3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan ekstcmal audit kcwajaran biata 

t:blt:rnal audit, ~:Lrla kermmdirian dan objektivitas ekstemal auditor. Komite 

audit dalam hal ini menjaiankan prinsip akutabilitas (accountability). 

4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab kornite audit selama 

, ... , ..... .. 
~. -' ...... ~ .. . 

". ••• •• 0', \ 

pnnSlp pClLiliiggili1~iavv'aDan (reSjX);iSitfiiil)). 
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Komite audit memiliki wewenang, yaitu: 

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya. 

2. Meneari informasi yang rei evan dari setiap karyawan. 

3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang indcpenden 

apabila dipandang perlu. 

4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila 

dianggap perlu. 

Komite audit dapat melakukan sinergi dengan internal audit, untuk lebih 

meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam hal pengendalian 

intern Kalbers dan Fogarty (1993) juga mengungkapkan bahwa size komite audit 

mempunyai peranan dalam hal pengendalian intern, semakin besar komite audit 

kemungkinan mekanisme pengendalian akan berjalan efektif karena anggota-

anggota komite audit mempunyai tanggung jawab dan status kekuasaan organisasi 

yang bertambah dalam hal monitoring. Andreson, et af (2004) mengungkapkan 

bahwa dengan size komite audit yang lebih besar diharapkan lebih banyak surnber 

imcrnai kontrol pcrusahaan. Hal ini tentunya dapat mengurangi praktek eranings 

management yang dilakukai' okh manajcmcil. 

. '. , , "' : j' .: 

1 \':\)[1 "i\".:ill(:tiig IUGU iliU:5iIl Ii<ifi..i:-; GiIIi'iIll'ipK.aIl 

dicaoai intemretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomik sehingga angka 

iana akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi khususnya bagi investor dan 
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kreditor. Hendriksen dan Van Breda (1992) mengemukakan bahwa laba akuntansi 

yang sekarang berjalan (konvensional) masih problematik secara teoritis. Laba 

akuntansi mempunyai beberapa kelemahan berikut : 

a. Laba akuntansi belum didefinisikan secara semantic dan jelas sehingga laba 

tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna 

b. Penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa 

atau residual 

c. Prinsip akuntansi berterima umum (P ABU) sebagai pedoman pengukuran laba 

masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antarperusahaan 

d. Karena didasarkan pada konsep kos histories, laba akuntansi secara umum 

belum memperhitungkan peranan perubahan daya beli dan harga 

e. Dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor 

memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat sehingga 

!~~lep:!la:: :aoa akunlansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat 

scpingga Kctcpatan iaba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak 

Akuntansi menganut asas akrual untuk mendapatkan suatu angka yang 

~.-,,~ ... :~ ~~ .......... ..,. •• :, ......... L ............ a!' .... " ...... ,,::, .! ...... : ....... : ..... -"!,' ... : ...... !, ..... r-. •• ::..- •• ...-. •• ; •••• ..-,,"-".-. ........ -.. •• ..-~ !..- ... , 
.. _ ..... - ........... -............... __ ..... __ .,_'- ...... _ '-~-.'-, •• ,_.# •• ~~_ -~._-.i.~!'_" ....... ~ ~,'- .... ___ -...._ .. ~ ~ .. '-"- .. '-' __ ~..i. .. __ .... J. ...... __ ......... !''''''-~''''''' ...... ~_ ......... -__ .. , 

dalam sllatu rerinae. ;\ngka laba akan bcrmakna kalau tidak mcrcprcscntasi 

pcrubahan kemakmuran (wealth) atau penciptaan nilai (value creation) sebagai 

hasil kinerja ekonornik suam kesaiuan usaha Secara teknis. perubah:.:.,.--: 

kcmakmuran atau nilai diwuiudkan dalam kcgiatan produktif (mcnghasiikan 

barang dan j asa) 
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Laba Akuntansi adalah laba dari kaca mata perekayasa akuntansi atau 

kesatuan usaha karena keperluan untuk menyajikan informasi secara objektif dan 

terandalkan. Oleh karena itu, laba akuntansi didasarkan pada data yang telah 

terjadi bukannya data hipotesis yang dapat berupa kos kesempatan (opportunity 

cost). Pengertian ekonomik dari segi akuntansi adaIah kelayakan ekonomik 

(economic reasonahleness) jangka panjang dan bukan penilaian ekonomik 

(economic valuation) jangka pendek. Oleh karena itu, depresiasi daIam akuntansi 

merupakan proses alokasi dan bukan proses penilaian. 

Sementara itu, laba ekonomik adaIah laba dari kaca mata investor karena 

keperJuan untuk menilai investasi dalam saham yang dalam banyak hal bersifat 

subjektif berganhmg pada karakteristik investor. Dalam menilai investasinya, 

investor selaIu mendasarkan diri pada kos kesempatan yang diwujudkan daIam 

bentuk lingkat kembaIian pasar (market rale of return). Dengan demikian, laba di 

mata investor adalah tingkat kembalian internal (internal rate of return) aIiran­

aIiran kas masa datang yang dapat dihasilkan scandainya investor mcnanamkan 

a~emya Jilempal lain (kos kesempatan). Di mala investor, pt:nilaian asst:l lebih 

banyak didasarkan pada informasi pasar yang bcrubah-rubah sctiap saat dan 

depresiasi dipandang sebagai proses penilaian asset (penurunan nilai). 

Perbt:daan sudut pandang di mas me~iadikan laba akuntansi berbecia 

dengan laba ekonomik. Hendriksen dan Van Breda (i 992:316) menyederhanakan 

perbedaan laba akuntansi dan ekonomik atas dasar konsep deprcsiasi. Laba 

akumansi dihitung aias da.'llir depresiasi akumansi (alokasi) dan lana ekonomik 

dihitung ata.<; dasar depresiasi ekonomik (pcnurunan nilai). 
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Selain perbedaan di atas, laba ekonornik berbeda dengan laba akuntansi 

karena pada urnurnnya laba ekonornik memperhitungkan perubahan daya beli 

uang (perubahan harga urn urn) dan perubahan harga spesifik asset. Daya beli uang 

diperhitlmgkan karena investor lebih berkepentingan dengan kos kesempatan 

untuk meningkatkan relevansi informasi dengan eara meIengkapi seperangkat 

staternen pokok (kos histories) dengan laporan pelengkap untuk rnenunjukkan 

peranan perubahan harga dan daya beli. 

Laba akuntansi juga berbeda dengan laba ekonornik karena konsep dasar 

yang dianut. Laba akuntansi dilandasi oleh konsep kontinuitas usaha yang 

rnernandang asset sebagai sisa potensi jasa sehingga kos histories rnenjadi basis 

pengukurannya. Sementara itu, laba ekonomik dilandasi oleh konsep likuiditas 

yang rnelihat asset sebagai sirnpanan atau sediaan nilai (store a/value) setiap saat 

sehingga nilai sekamng menjadi basis pengukurannya. Dengan dernikian, laba 

dipandang sebagai perubahan nilai dalam suatu periode. 

Jadi dari bcbcrapa aspck, laba akuntansi rncrnang dan harus bcrbcda 

dengan Iaba ekonornik. Namun, lana akunlansi uiharapkan uapal 
. ,. 

rnenJ11m 

estimator atau indikator lata ekonornik. Tabel 4.1 dibawah ini rneringkas 

pcrbcdaan amara iaba akumansi alit, iaba ckonornik. 

Tabc! 4.1 

Pcrbandingan Antara Laba Akuntansi dan Ekonomik 

Aspck Pcmbcda Laba Akuntansi Laba Ekonomik 

:udut pandang pernaknaan 
Perekayasa akuntansi, penyusun standar, atau 

Pernegang Saham 
penyusun statemen keuangan 

)asar Pengukuran Kos Hisloris Kos Kcscmpatan, Nilai 
Pasar, Nilai Likuiditas 

engertian "Ekonornik" KeIayakan ekonornik jangka panjang 
Penilaian ekonornik 
jangka panjang 
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Aspek Pembeda Laba Akuntansi Laba Ekonomik 

Makna depresiasi Alokasi kos 
Penurunan nilai 
ekonomik 

Unit pengukur Rupiah nominal Daya beli 
Sasaran pengukuran atau 

Laba uang/nominal Laba real sifat laba 
Konsep dasar yang 

Kontinuitas usaha, asas akrual Likuidasi, nilai tunai 
melandasi 
Fungsi aset Sisa potensi jasa Simpanan/sediaan nilai 

Menurut anahs, laba akuntansl mengandung gangguan (noise) aklbat 

penerapan P ABU yang dalam banyak hal tidak merefleksi realitas ekonomik 

(misalnya penggunaan kos histories) atau akibat manajemen laba(earnings 

management). Oleh karena itu, kalau laba akuntansi bebas dari gangguan dan 

mendekati laba ekonomik, laba akuntansi akan menjadi prrediktor yang handa!. 

Dengan demikian, kedekatan atau korelasi antara laba akuntansi dan Iaba 

ekonomik akan menentukan kualitas laba akuntansi (earnings quality). 

Kualitas Laba 

Kualitas laba dapat diindikasikan sebagai kemampuan inforrnasi laba yang 

memberikan respon kepada pa'Xlr. Dengan kata lain, laba yang dilaporkan 

memiliki kekuatan respon (power of response). Kuatnya reaksi pasar terhadap 

inforrnasi laba yang tercerrnin dari tingginya earnings response coefficients 

(F.RC), menunjukkan laba yang dilaporkan berkuali1a<;. Scott (2000), Cho dan 

Jung (1991) menyatakan bahwa ERe mengukur seberapa besar return saham 

dalam merespon angka laha yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan 

sckuritas tcrscbut. 

nf"n~:-tn kata lain F.Rr :-tdalah re:-tksi atas laha yang diumumkan 

(published) olch pcrusahaan. Reaksi ini mencerrninkan kualitas dari laba yang 
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dilaporkan perusahaan. Dan tinggi rendahnya ERC sangat ditentukan kekuatan 

responsif yang tercennin dari infonnasi (good! bad news) yang terkandung dalam 

laba. ERC merupakan salah satu ukuran atau proksi yang digunakan untuk 

mengukur kualitas laba (Collins et aI., 1984; Cornell dan Landsman, 1989; Lee 

dan Park, 2000; Kross dan Schroeder, 1990). 

Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak agen 

dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat 

mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai 

kepentingan tertentu akan cenderung penyusun laporan laba yang sesuai dengan 

tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan prinsipal. Dalam kondisi seperti ini 

diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan 

kepentingan antara kedua belah pihak. 

Mekanisme corporate governance memiliki kemampuan dalam kaitannya 

menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan infonnasi laba. 

Menurut Schroeder dan Clark (1995) konsckuensi pelaporan keuangan dapat 

mempengaruhi : 

1. Distribusi kekayaan antar investor 

2. Tingkat resiko yang diterima perusahaan 

3. Tingkat pembentukan modal dalam perekonomian. 

Kualitas infonnasi akuntansi menurut Statement of Financial Accounting 

Concept (SF AC) nomor 2 (F ASB, 1989) dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, 

para pemakai yang memanfaatkan infonna<;i akuntansi sebagai dasar pengambilan 
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keputusan, kedua kegunaan informasi. Berikut 1m dijelaskan kedua dimensi 

kualitas informasi akuntansi. 

1. Dimensi para pemakai, informasi akuntansi yang dimanfaatkan untuk 

pengambilan keputusan ditentukan oleh kualitas spesifiknya yaitu dapat 

dipahami (understability). Informasi akuntansi menjadi tidak berguna sebagai 

dasar pengambilan keputusan, apabila tidak dapat dimengerti atau dipahami. 

2. Dimensi kegunaan, informasi akuntansi yang berguna harus memenuhi 

kualitas utama dan kualitas kedua sebagai berikut : 

a. Kualitas utama 

Informasi akuntansi harus memenuhi unsur atau komponen rei evan dan 

handal atau dapat dipercaya. Agar memenuhi unsur relevan, informasi 

harus bemilai prediktif, bemilai umpan balik tepat waktu. Nilai prediktif 

berarti bahwa informasi dapat membantu para pemakainya untuk 

meningkatkan dalam memperoleh hasi! melalui prediksi yang cermat 

berdasarkan kejadian waktu lampau dan sekarang. Umpan balik berarti 

bahwa informasi dapat memungkinkan atau mengoreksi ekspektasinya 

yang telah dilakukan pada waktu lampau. Dan tepat waktu berarti bahwa 

informasi siap digunakan oleh para pemakainya sebelum kehiiangaT! 

makna dan kapasitasnya dalam mempengaruhi dan menentukan berbagai 

keputusan. 

,',-gar mcmcnuhi un sur handal atau dapat dipercaya, informasi harus 

berdaya uji atau dapat diperiksa, penyajian yang jujur dan netral. Berdaya 

uji berarti informasi yang telah disajikan berdasarkan metode tertentu. 
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Apabila diverifikasi dengan metode yang sarna oleh pihak lain yang 

independent, hasilnya sarna atau tidak berbeda. Penyajian yang JUJur 

berarti informasi dijarnin keabsahan dan kewajarannya. Netral berarti 

bahwa informasi disajikan tidak dapat memihak dan bebas dari bias atau 

ditujukan untuk kepentingan yang bersifat umum. 

b. Kualitas kedua 

Informasi harus memenuhi unsur atau komponen berdaya banding, 

termasuk konsistensi. Berdaya banding berarti bahwa informasi dapat 

digunakan untuk mcngidcntifikasi yang bcrbcda atau sejcnis diantara dua 

kesatuan fenomena ekonomi. Konsistensi berarti bahwa informasi 

menggunakan kebijakan dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari 

pcriode kc pcriodc khusus bcrkenaan dcngan laba rugi. 

SFAC No.2 (FASM, 1980) menyatakan bahwa laporan laba rugi 

sangat penting bagi para pemakainya karena memiliki nilai prediksi, 

mcnurut SFAC No.1, unsur-unsur Japoran laba rugi merupakan fokus 

utama laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang kinerja 

keuangan. Dikatakan bahwa laba bersih harus mencerminkan pemegang 

saharn dalarn suatu peri ode. 

Sedangkan PSAK No.1 (2004) menyatakan bahwa informasi 

mcngcnai kinerja perusahaan, terutama informasi tentang probabilitas 

dipertukarkan untuk menilai peru bah an potensi sumber daya ekonomi 

yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan. Dalarn hal ini informasi 

tentang fluktuasi kineIja menjadi penting, di samping bermanfaat untuk 
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menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, juga berguna untuk 

merumuskan pertimbangan mengenai efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya. 

Investor mempunyai anggapan bahwa pengumuman laba memiliki 

kandungan. Infonnasi yang bennanfaat untuk mengestimasi expected 

value dan resiko dari return sekuritas. Laba dianggap mempunyai 

infonnasi untuk menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten. 

Beberapa riset empiris menunjukkan bahwa pengumuman laba 

mempunyai kandungan infonnasi dan pasar bereaksi atas pengumuman 

laba. Reaksi pasar dapat tercennin dari naik turunnya (volatility) volume 

transaksi perdagangan dan harga saham (Beaver, 1968 ; Daley et aI, 1995, 

Bartau Et al, 2000, Purba, 1997, Sedikir 2000). 

Hartono (2003) sebagaimana diungkapkan kembali oleh Lucia 

(2006) menyatakan bahwa kcputusan ckonomi yang dibuat oleh pelaku 

pasar berdasar infonnasi yang diperoleh dari laporan keuangan, umurnnya 

tercennin dalam tindakan pelaku pasar yang disebut dengan reaksi pasar. 

Reaksi pasar dipicu oleh berbagai hal, salah satunya adalah pengumuman 

yang berhubungan dengan laba (earning related announcements). 

Pengumuman yang terkait dengan laba terse but yang menyebabkan 

timbulnya rcaksi pasar mcliputi pengumuman laporan tahunan awal, 

lapordIl tahunan rinei, laporan interim awal, laporan interim rinei dan 

lapordIl perubahan metoda-metoda akuntansi, laporan auditor dan 

sebagainya. Sccara empiris, tcrbukti bahwa infonnasi laba direaksi oleh 
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pasar modal yang ditunjukkan oleh adanya perubahan harga dan volume 

saham di pasar modal ketika laba diumumkan. 

Menurut Scoot (2000) infonnasi laba dapat berguna apabila 

infonnasi laba tersebut dapat mengakibatkan para investor mengubah 

keyakinan dan tindakan mereka dan tingkat kegunaan tersebut dapat 

diukur dengan sejumlah masa perubahan harga mengikuti pengumuman 

infonnasi laba tersebut. 

Faster (1986) menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi 

kandungan infonnasi dari suatu pengumuman infonnasi perusahaan. 

Pertama, ekspektasi pasar modal terhadap kandungan dan timing dari 

pengumuman terse but. Salah satu faktor penting yang mempcngaruhi 

ekspektasi pasar adalah ketidakpastian terhadap kandungan dan timing 

perusahaan. 

Scmakin besar tingkat ketidakpastian akan semakin besar pula 

potensi te~iadinya rcvisi terhadap distribusi terhadap harga-harga sekuritas. 

Kedua, implikasi pengumuman infonnasi tersebut terhadap return 

sekuritas di masa depan. Semakin besar revisi yang berhubungan dengan 

aliran kas yang diharapkan akan semakin besar pula implikasi revaluasi 

harga sekuritas terhadap pengumuman infonnasi tersebut. Ketiga, 

kredibilitas sumber infonnasi. Semakin kredibel suatu sumber 

pengumuman infonnasi dkan ~emakin besar pula implikasi revaluasi 

terhadap infonnasi itu. 
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Dantah dan Roncn (1993) membcrikan definisi information content 

mencakup reaksi volume, reaksi harga dan dispersi expected belief yang 

diungkapkan scbelumnya, seperti penurunan disperse daIam kesimpulan 

terhadap puhlic disc/ousure dan pcningkatan dalam ketepatan atau prcsisi 

pengungkapan. 

Secara khusus Dantah dan Ronen menyatakan bahwa definisi information 

content harus memenuhi tiga kriteria yaitu : 

1. Harus mcnccrminkan pcrubahan kcyakinan rata-rata tcrtimbang antar 

semua traders pasar. 

2. HartiS mcncerminkan pcrbedaan tingkat sanksi dcngan pcrubahan 

keyakinan yang terkait. Tingkat sanksi harus tampak terkait dengan 

distorsi gangguan yang meIekat dalam pengumuman laba. 

3. Harus diperoleh suatu harga ekuilibrium dan model/rading, sehingga 

dapat dinyatakan secara empiris perihal sejumlah manisfestasi yang 

dapat dipahami. 

Ada alasan mengapa pasar bereaksi terhadap pengumuman informasi 

laporan keuangan atau pengumuman laba Scoot (2000) memberikan empat alasan 

sebagai berikut : 

1. Para investor sebelumnya memiliki keyakinan tentang expected return dan 

resiko suatu saham perusahaan. Keyaki'1an sebelurnnya ini didasarkan pada 

scrnua informasi yang lcrsl:dia SCl:ara tcrbuka, mcncakup harga pasar, hanya 

sampai pada sebelum pengumuman laba bersih perusahaan. Meskipun 

didasarkan pada informasi yang tersedia secara publik, keyakinan sebelumnya 
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ini tidak perlu semuanya sarna, karcna para investor akan berbeda di dalarn 

jumlah informasi yang mereka peroleh dan berbeda dalarn kemarnpuan 

mereka untuk menginterprestasikannya. Keyakinan sebelurnnya ini dapat juga 

mencakup ekspektasi terhadap earning power perusahaan pada saat ini dan 

masa depan, karena return sekuritas di masa depan akan tergantung pada 

profitabilitas perusahaan. 

2. Berdasarkan pengumuman laba bersih tahun ini, sejumlah investor akan 

memutuskan untuk menjadi lebih terdidik (informed) dengan menganalisis 

angka-angka laba. Contohnya, jika laba bersih tinggi atau lebih dari yang 

diharapkan, maka hal tersebut good news. Sementara para investor yang lain 

yang barangkali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap laba bersih yang 

teIjadi saat sekarang, mungkin akan menginterprestasikan angka-angka laba 

bersih yang sarna sebagai badnews. 

3. Para investor yang merevisi keyakinan mereka terhadap profitabilitas dan 

return masa depan yang tinggi akan cenderung membeli saharn-saharn 

perusahaan pada harga pasar saat ini dan sebaliknya untuk para investor yang 

sudah merevisi keyakinan mereka yang terlalu rendah (evaluasi mereka 

terhadap resiko dari saham-saharn tersebut mungkin juga direvisi). 

4. Kita dapat berharap untuk mengarnati volume saham yang diperdagangkan 

segera meningkat setelah perusahaan melaporkan laba bersihnya, lebih jauh, 

volume ini harns lebih besar yang mcnunjukkan perbedaan keyakinan para 

investor sebelumnya dan didalam interprestasi mereka terhadap informasi 

keuangan saat ini. Jika para investor yang menginterpretasikan laba bersih 
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yang dilaporkan sebagai good news atau bad news, kita dapat mengharapkan 

untuk mengamati suatu kenaikan atau penurunan di dalam harga pasar dari 

saham-sahanl perusahaan. 

Menurut Beaver (1968), laba dikatakan berkualitas apabila laba yang 

diunmmkan memiliki informasi yang mampu mempengaruhi para pelaku 

pasar dalam mengambil keputusan dan mampu mendorong perubahan taksiran 

investor terhadap distribusi return di masa mendatang. Laba dianggap 

berkualitas jika mampu menjelaskan dan dapat digunakan untuk memprediksi 

kinerja perusahaan, baik kinerja fundamental maupun kinerja pasar. Informasi 

laporan laba dapal memberikan sualu rcspon positif maupun negatif terhadap 

volume perdagangan dan harga saham, jika investor mempunyai anggapan 

bahwa informasi laba mempunyai berita baik. Sebaliknya respon negatif akan 

terjadi jika investor mempunyai anggapan bahwa informasi laba mempunyai 

berita buruk (Ardmas Lako, 2001). Dari respon yang diberikan oleh partisipan 

dan investor sebagai pelaku bursa pada akhimya akan mengakibatkan 

terjadinya perubahan nilai keseimbangan harga saham (Beaver, 1968). 

Kualitas laba juga dapat diindikasikan sebagai kemampuan informasi laba 

memberikan respon kepada pasar. Dengan kata lain, laba yang dilaporkan 

memiliki kekuatan respon (power of response). Kuatnya reaksi pasar terhadap 

informasi laba yang tercermin dari tingginya earnings response coefficients (ERC) 

yang menunjukkan laba yang dilaporkan berkuaJitas. Scott (2000), Cho dan Jung 

(1991) menyatakan bahwa earnings response coefficients (ERC) mengukur 

seberapa besar return saham dalam merespon angka laba yang dilaporkan oleh 
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perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. Dengan kata lain earnings 

response coefficients (ERC) adalah reaksi ata') laba yang diumumkan (published) 

oleh perusahaan. Reaksi ini mencerminkan kualitas dari laba yang dilaporkan 

perusahaan. Dan tinggi rendahnya ERC sangat ditentukan kekuatan responsif 

yang tercermin dari informasi (~()()d atau had news) yang terkandung dalam laba. 

ERC merupakan salah satu ukuran atau proksi yang digunakan untuk mengukur 

kualitas laba (Collins et aI., 1984; Cornell dan Landsman, 1989; Lee dan Park, 

2000; Kross dan Schroeder, 1990). 

Menurut Gideon (2005) terdapat beberapa ukuran atau proksi yang dapat 

digunakan untuk mengukur kualitas laba yaitu : 

a. Persistensi (persistence) 

b. Kemampuan prediksi (predictive ability) 

c. Variabilitasnya (variability). 

d. Hubungan antara harga saham dcngan inf'ormasi laba 

e. Hubungan antara return saham dcngan informasi laba (earnings response 

coefecient) 



PEMBAHASAN 

Implementasi Good Corporate Governance 

Akibat dari krisis rnoneter yang rnelanda Indonesia, banyak perusahaan 

yang rnulai rnernikirkan kern bali bagairnana cara agar perusahaan dapat bertahan 

dalam arus bisnis. Munculnya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance), rnernbuat perusahaan rnernpunyai suatu pegangan untuk 

dapat rnernperbaiki kinerja rnereka. 

Tindakan yang dapat dilaksanakan untuk rnenciptakan tujuan tersebut 

diperlukan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. 

GCG dapat diartikan sebagai rangkaian rnekanisrne bagi suatu perusahaan publik 

untuk diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan harapan para petaruhnya 

(stakeholders). Mekanisrne terse but rrereflek:>ikan suatu struktur pengelolaan 

perusahaan dan rnenetapkan distribusi hak dan tanggung jawab di antara berbagai 

partisipan di dalam perusahaan. 

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk 

mernberikan perlindungan yang rnernadai dan perlakuan yang adil kepada 

pernegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya rnelalui peningkatan 

nilai pernilik saham secara rnaksirnal. Kelola perusahaan yang baik bukanlah 

sekedar suatu upaya untuk rnenjaga agar perusahaan bekerja sesuai peraturan dan 

norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang 

baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan, sehingga 

rnernperolch kcyakinan bahwa dana yang ditcrnpatkan berupa pcrnbelian saham di 

perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar. Kelirna tujuan utama dari 

36 
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GCG tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari 

GCG. Seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, maka muncul kesadaran 

untuk menerapkall prinsip-prinsip GCG. Namun hingga saat belum ada 

kesepakatan bersama secara universal apa saja prinsip-prinsip GCG. Masing­

masing negara, lembaga bisnis dan kajian merumuskan masing-masing, namun, 

pada dasarnya memiliki kesamaan. 

Pentingnya Corporate Governance juga ditekankan oleh berbagai 

kalangan akademisi dengan tujuan akhir bahwa aplikasi konsep ini di perusahaan 

dapat memberikan nilai perusahaan secara berkelanjutan (sustainabled) dan 

sekaligus memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan 

stakeholders yang terkait. 

Pcranan Kcpcmilikan Institusional pad a Good Corporate Governance 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 

meningkatkan kualitas laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi 

dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup 

kemungkinan terdapat adanya manipulasi sesuai kepentingan pihak manajemen. 

Menurut Bushee (1998) kepemilikan institusional memiliki kemampuan 

untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui 

tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan 

kencederungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan 

keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Pemikiran ini 
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didukung hasil penelitian Rajgopal dan Venkatachalam (1998) dan Pratana P 

Midiastuty dan Mas'ud Mahfoedz (2003). Hasil penelitian ini memberikan 

simpulan bahwa kepemilikan institusional diperusahaan dapat mempengaruhi 

kualitas laba yang dilaporkan. 

Menurut Crutchley et al (1999), peranan kebijakan hutang terhadap 

kepemilikan institusional adalah positif. Kebijakan hutang yang tinggi 

menyebabkan perusahaan dimonitor oleh pihak debtholders. Karena monitoring 

dalam perusahaan yang ketat tadi menyebabkan manajer akan bertindak sesuai 

dengan kepentingan deh/holders· dan s1-rareholders, sehingga kondisi ini akan 

menarik masuknya kepcmilikan institusional. 

Peranan Kepemilikan Manajerial pada Good Corporate Governance 

Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena 

berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori 

akuntansi, kualitas laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. 

Motivasi yang berbeda menghasilkan besaran kualitas laba yang berbeda, seperti 

antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang 

tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan 

perusahaan dalam dua hal kriteria: (a) perusahaan dipimpin oleh manajer dan 

pemilik (owner-manager); (b) perusahaan dipimpin oleh manajer dan non pemilik 

(non owner-manager). Oua kriteria ini akan mempengaruhi kualitas laba, sebab 

kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan 

keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang 
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mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu 

kepemilikan saham olch pihak rnanajcmcn ccndcrung mempengaruhi tindakan 

manajemen laba (Boediono, 2005:175). 

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Theresia (2002) menemukan 

kepemilikan institusionaI berperanan secara positif terhadap kepemilikan 

manajeriaI. Kepemilikan institusional secara mayoritas akan mengurangi 

kemungkinan perusahaan untuk diakuisisi, sehingga meningkatkan keinginan 

manajer untuk memperbesar kep.;milihn pada perusahaan. Namun sebaliknya, 

menurut Fitri dan Mamduh (2003) semakin tinggi kepemilikan institusionaI maka 

akan semakin meningkatkan pengawasan pihak eksternaI terhadap perusahaan. 

Menurut Crutchley dan Hansen (1989) serta Chen dan Steiner (1999) 

terdapat hubungan positif antara risiko dengan kepemilikan manajeriaI. Hubungan 

ini terjadi pada manajer yang risk taker. Peningkatan risiko menyebabkan 

perusahaan mengurangi pembayaran dividen tetapi meningkatkan kepemilikan 

manajerial dan hutang. Namun Wahidahwati (2002) menemukan adanya 

hubungan negatif antara risiko dan kepemilikan manajeriaI. 

Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manaJer, diharapkan 

manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah 

kepemilikan saham manajeriaI daIam perusahaan dapat mengindikasikan adanya 

kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan 

dengan kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan 

yang rendah pula. 
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Menurut peneIitian yang dilakukan oleh Iskander dan Chamlou (2000) 

menyatakan bahwa salah satu elemen corporate governance yang penting adalah 

transparansi (transparency) atau kctcrbukaan. Kcterbukaan adalah suatu tindakan 

untuk menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 

kepada publik. Keterbukaan tidak mudah dilakukan jika manajemen memiliki 

kepentingan dan informasi privat yang mendukung kepentingannya. Kondisi 

seperti ini dapat teIjadi jika dalam perusahaan terdapat manajemen yang memiliki 

andit sebagai pemilik (managerial ownership). Semakin besar prosentase 

Kcpemilikan manajcrial, maka kcmungkinan untuk melakukan keterbukaan 

semakin kecil, sehingga perusahaan akan lebih memiliki risiko. 

Menurut Jensen dan Meckling (\ 979; Morek dkk., 1989, dalam Boediono 

2005: 177), menyatakan bahwa kepcntingan manajer dan pcmcgang saham dapat 

diselaraskan bila manajer memiliki saham perusahaan yang lebih besar. Ross dkk 

(1999, dalam Siallagaan dan Machfoedz, 2006:4) menyatakan bahwa dengan 

kepemilikan manajeriaJ daJam perusahaan maka manajemen akan cenderung 

untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan 

untuk kepentingan sendiri. 

Sensitivitas manajemen terhadap peranan para pemegang saham akan 

tergantung pada tingkat kontrol kepemilikan manjerial. Manajemen dengan 

kontrol kepemilikan yang besar memiliki insentif yang lebih rendah untuk 

mclakukan selj~serving behaviour yang tidak mcningkatkan nilai pcrusahaan dan 

bisa jadi memiliki lebih banyak kecenderungan untuk menerapkan kebijakan 

akuntansi konservatisme untuk meningkatkan kualitas laba (Fala, 2007:8) 



41 

Manajemen diberi keleluasaan untuk memilih metode mana yang 

dianggapnya paling sesuai untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. 

Sesuai dengan teori kcagenan, manajemen akan memilih metode tertentu untuk 

mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasi yang mendorongnya untuk 

memilih metode terse but. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu 

mckanisme corporate Kovernance yang dapat digunakan untuk mempcngaruhi 

kualitas keuangan yang pada akhimya mempengaruhi kualitas laba. 

Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham 

manajerial. Tckanan dari pasar modal mcnycbabkan perusahaan dcngan 

kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang 

meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenamya tidak mencerminkan 

keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan (Gideon, 2005). Pemikiran 

ini didukung hasil penelitian Pratana P Midiastuty dan Mas'ud Mahfoedz (2003). 

Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa kepemilikan institusional 

diperusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan dimana semakin 

tinggi kepemilikan institusional maka kualitas laba yang dilaporkan akan 

meningkat. 

Pennan Komposisi Dewan Komisaris Independen pada Good Corporate 

Governance 

Komposisi dewan komi saris merupakan salah satu karakteristik dewan yang 

berhubungan dengan kandungan informasi laba. Adanya komisaris independen 

diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta good 
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corporate governance di dalam perusahaan. Menurut pengertiannya komisaris 

merupakan lembaga yang bertugas mengawasi atau mengontrol jalannya 

perusahaan yang dipimpin oleh Dewan Direksi. Pada prinsipnya Perseroan wajib 

mempunyai seorang Komisaris sedangkan Perseroan Wajib memiliki paling 

sedikit dua anggota komisaris jika bidang usaha perseroan menyerahkan dan 

masyarakat, atau pcrseroan menerbitkan Surat Pengakuan Utang atau Perseroan 

berbentuk Perseroan terbuka. Komisaris berfungsi sebagai wakil pemegang saham 

dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam 

rangka menjalankan kepengurusan Pcrusahaan yang baik. Pembentukan 

Komisaris Independen dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan 

terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan. Mengenai Komisaris 

Independen dapat ditemui dalam ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi 

PT Bursa Efek Jakarta No Kep -339/BEJ/07-2001 tanggal 1 Juni 2001 tentang 

Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa Poin C mengatur hal­

hal mengenai Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan 

bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance), Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komi saris 

Independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham 

yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah 

Komisaris Independcn sckurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Komisaris. 

Chtourou et af (2001) menginvestigasi apakah praktek tata kelola 

perusahaan (corporate governance) memiliki peranan kepada kualitas informasi 

keuangan yang dipublikasikan. Mereka mencmukan bahwa earning management 
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secara signifikan berhubungan dengan beberapa praktik governance oleh dewan 

komi saris dan komite audit. Untuk dewan komi saris, income increasing earning 

management yang rendah pad a perusahaan yang memiJiki outside board members 

yang berpengalaman sebagai board members pada perusahaan dan pada 

perusahaan lain. 

Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan 

komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan 

keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Pemikiran 

ini didukung hasil penelitian Gideon (2005) dan Anderson et al. (2003). Hasil 

penelitian ini memberikan simpulan bahwa komposisi dewan komisaris di 

perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan bahwa semakin 

tinggi komposisi dewan komi saris independen maka kualitas laba yang dilaporkan 

juga meningkat. 

Peranan Komite Audit pada Good Corporate Governance 

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam 

hal memelihara baik tidaknya proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya 

menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta 

dilaksanakannya good corporate governance. Dengan berjalannya fungsi komite 

audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga 

konflik antara pemegang saham dan agen yang terjadi akibat keinginan 

manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. 

Jika konf1ik tersebut terus berjalan, kesempatan bagi manajemen akan melaporkan 
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laba untuk memaksimumkan keyentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi maka 

akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba. 

Pengaturan Komite Audit dapat dilihat dalarn ketentuan Pasar Modal yaitu 

Surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juni 

2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas bahwa dalam 

rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, (Good Corporate 

Governance) perusahaan tercatat wajib memiliki Komite Audit. Dimana Komite 

Audit ini bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen 

kepada Dewan Komisaris terhadap laporan serta melakukan penelaah atas 

informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, 

proyeksi dan informasi keuangan lainnya. 

Dalam hal pengendalian intern, Kalbers dan Fogarty (1993) mengungkapkan 

bahwa size komite audit mempunyai peranan dalarn hal pengendalian intern, 

semakin besar komite audit kemungkinan mekanisme pengendalian akan betjalan 

efektif karena anggota-anggota komite audit mempunyai tanggung jawab dan 

status kekuasaan organisasi yang bertambah dalarn hal monitoring. Monitoring 

yang bagus yang ditujukan kepada laporan keuangan diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan. Suaryana (2005) juga meneliti 

hubungan antara komite audit yang memenuhi syarat dan pengaruhnya terhadap 

earnings response coefficient. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah 

earnings response coefficient perusahaan yang telah memiliki komite audit yang 

memenuhi syarat lcbih tinggi hila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

memiliki komite audit yang memenuhi syarat. Hal itu selaras dengan Gideon 
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(2005) yang menyatakan bahwa komite audit berperanan signifikan secara positif 

terhadap kualitas laba (earnings re.lponse coefficient) artinya komite audit dapat 

meningkatkan laba yang dilaporkan. 



SIMPULAN 

Dari pembahasan pada sub bab scbelumnya dapat diambiI kesimpuIan 

Bagaimana pcranan kepemiIikan institusionaI (institutional ownership), 

kepemiIikan manajcrial (managerial ownership), komposisi komisaris indcpcnden 

dan komite audit terhadap kualitas laba ?". 

1. Peranan kepemiIikan institusionaI (institutional ownership) terhadap 

kualitas laba berpengaruh, dimana kepemilikan institusionaI memiliki 

kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan 

diri sendiri meIaIui tingkat pengawasan yang intens. Sehingga dapat 

menekan kecederungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary 

daIam laporan keuangan sehingga memberikan kuaIitas laba yang 

diIaporkan. 

2. Peranan kepemilikan manajerial (managerial ownership) terhadap kualitas 

laba berpengaruh, dimana kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi 

oIeh kepemilikan saham manajeriai. Tekanan dari pasar modal 

menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajeriaI yang rendah 

akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan Iaba yang dilaporkan, 

yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan 

yang bersangkutan. HasiI peneIitian ini memberikan simp ulan bahwa 

kepemiIikan institusional diperusahaan dapat mempengaruhi kuaIitas laba 

yang dilaporkan dimana semakin tinggi kepemilikan institusional maka 

kualitas laba yang diIaporkan akan meningkat. 

46 
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3. Peranan komposisi komisaris independent terhadap kualitas laba 

berpengaruh, dimana melalui perannya dalam menjalankan fungsi 

pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen 

dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan 

laba yang bcrkualitas. Scmakin tinggi komposisi dewan komisaris 

independen maka kualitas laba yang dilaporkan juga meningkat. 

4. Peranan komite audit terhadap kualitas laba berpengaruh, dimana 

mengungkapkan bahwa size komite audit mempunyai peranan dalam hal 

pengendalian intern, semakin besar komite audit kemungkinan mekanisme 

pengendalian akan beIjalan efektif karena anggota-anggota komite audit 

mempunyai tanggung jawab dan status kekuasaan organisasi yang 

bertambah dalam hal monitoring. Monitoring yang bagus yang ditujukan 

kepada laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba 

yang dihasilkan. 
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